
SALINAN 

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA 

NOMOR 65 TAHUN 2023 

TENTANG 

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF RETRIBUSI PEMAKAIAN RUMAH 

SUSUN DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI KEMERDEKAAN REPUBLIK 

INDONESIA YANG KE-78 

WALIKOTA SURABAYA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan 

Indonesia yang ke 78, Pemerintah Kota Surabaya memberikan 

keringanan bagi masyarakat khususnya penghuni rumah 

susun berupa penghapusan sanksi administratif berupa 

bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi 

yang terutang; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah

Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi

Pemakaian Kekayaan Daerah, Walikota dapat memberikan

pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi dan

penundaan pembayaran yang diatur dengan Peraturan

Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Walikota tentang Penghapusan Sanksi Administratif Retribusi

Pemakaian Rumah Susun Dalam Rangka Memperingati Hari

Kemerdekaan Republik Indonesia yang Ke-78.

Mengingat :   1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, 

Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 
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2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah 

Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5252); 

 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  19  Tahun  2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

 

5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 

tentang Pemakaian Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota 

Surabaya Tahun 2010 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Surabaya Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2012 

(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 15 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 14); 

 

6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1) 

 

7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan 

Permukiman Serta Pertanahan Kota Surabaya (Berita Daerah 

Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 73). 

 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI 

ADMINISTRATIF RETRIBUSI PEMAKAIAN RUMAH SUSUN 

DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI KEMERDEKAAN 

REPUBLIK INDONESIA YANG KE-78. 
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BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam  Peraturan  Walikota ini yang dimaksud dengan: 
 

1. Daerah adalah Kota Surabaya. 
 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya. 
 

3. Walikota adalah Walikota Surabaya. 
 

4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

serta Pertanahan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas 

adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya. 
 

5. Perangkat Rumah Susun adalah bangunan bertingkat yang 

dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam 

bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam 

arah horizontal maupun   vertikal    dan    merupakan    

satuan-satuan    yang masing-masing dapat digunakan 

secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang 

dimiliki atau  dikelola/dikuasai oleh Pemerintah Kota 

Surabaya. 
 

6. Satuan Rumah Susun adalah bagian dari rumah susun yang 

tujuan peruntukan utamanya digunakan secara terpisah 

sebagai tempat hunian yang mempunyai sarana penghubung 

ke jalan umum. 
 

7. Penghuni adalah orang yang menempati satuan rumah 

susun atas dasar izin pemakaian rumah susun atau 

perjanjian sewa menyewa rumah susun. 

 
 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN  

 

Pasal 2 

 

(1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan 

penghapusan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua 

persen) setiap bulan dari besarnya retribusi izin pemakaian 

rumah susun yang terutang dalam rangka Hari 

Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. 

 

(2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk meringankan beban 

masyarakat di Kota Surabaya khususnya penghuni Rumah 

Susun Kota Surabaya. 
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BAB III 

PELAKSANAAN 

Pasal 3 

Pelaksanaan penghapusan sanksi administratif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 berlaku mulai tanggal  1  Juli  2023 

sampai dengan 30 September 2023. 

BAB IV 

PELAPORAN 

Pasal 4 

Kepala Dinas melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, 

dan melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan sanksi 

administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada 

Walikota. 

BAB V  

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kota Surabaya. 

Ditetapkan di Surabaya 

pada tanggal 27 Juni 2023 

WALIKOTA SURABAYA, 

ttd 

ERI CAHYADI 

Diundangkan di...... 
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Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal  27 Juni 2023 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

ttd 

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M. 
Pembina Utama Madya 

NIP 19690809 199501 1 002 

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 65 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

Ditandatangani secara elektronik oleh : 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA 

Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. 

NIP. 197803072005011004 
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